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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2009. 

1.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 l\Jomor62, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3569); 

2.	 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nemer 
4048); 

3.	 Unclang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688); 

4.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung 
Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 3825); 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbanan Lembaran Negara Nomor 
3851); 



6.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

7.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

8.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

9.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

10.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437): 

12.	 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernermtah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta~L;,", 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran I\legara I\lomor 44381 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20C1 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4138); 

14.	 Peraturan Pemerintah I\lomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repuc.ik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4139); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20:;4 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat-un 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republ'k I"donesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tah.':'"! 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q- Nomor 
47, Tambahan Lembaran Ne0ara Republik indonesia Nemor 
4712); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 te~:a~g 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ~8. 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 
4502); 

17.	 Peraturan Pemerir.tah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
l\legara Republik Indonesia Nomor 4503); 



18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbanqan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubJik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norr-or 
139, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Norr.cr 
4577); 

22.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta::g 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Recublk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l.er-ca-an 
Negara Nomor 4578); 

23.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tertar.g 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelaya-ian 
Minimal (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tanun 2::05 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585:, 

24.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 te;;tang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelencqaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4593); 

25.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentanq 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Per:erintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

26.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan I<euangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dE.~gan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 5~1 Tahun 2007; 

27.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

28.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 
Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2003 Nomor 16); 

29.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah; 

30.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentanq Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2009, 

Pasal1 

Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas : 

1.	 Pendapatan 
a, Pendapatan Asli Daerah Rp. 18.572.307.450,00 
b. Dana Perimbangan	 Rp. 710.492.050.000,00 
c.	 Lain-Lain Pendapatan yang Sail Rp. 25.508.440.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 754.572.797.45J.00 

2.	 Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1). Belanja Pegawai Rp. 493.981.280,662,00 

r'--·-" 2). Belanja Bunga Rp. 0,00 
3). Belanja Subsidi Rp. 0,00 
4). Belanja Hibah Rp. 8.170.690.000,00 
5). Belanja Bantuan Sosial Rp. 14.003.000.000,00 
6), Belanja Bagi Hasil Rp. 75.900.000,00 
7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 47.732.992.000,00 
8). Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00 

Rp. 565.963.862.662,00 

b. Belanja Langsung 
1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Barang da
3). Belanja M.odal 

n Jasa 

JW1'Iiah Belanja 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

31.777.377.809,00 
179.693.200.871,00 
89.127.998.689,00 

Rp. 
Rp. 

300.589.577.369,00 
866.562.440.031,00 

Surplus/(Defisit) Rp. (111.989.642.581,00) 

/- -'", 3.	 Pembiayaan 
a. Penerimaan	 Rp. 116.989.642.581,00 
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 111.989.642.581,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	 Rp. 0,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 
" Peraturan Bupati ini. 

t 



Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih :a~.~: 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai de~ga""1 

ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bucati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Ditetapkan di Sukadana_ 
pada tanggal \l 1ebfVQ( ( 20IJ9 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

.Y?~. 
SATONO 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal \l -"febcuQr, 2009 

SEKRETARIS DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
 

I WAYAN SUTARJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUI\JG TIMUR TAHUN 2009, NOMOR : O~ 
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